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Mantan Rektor IAIN M-enangls
dan Bersumpah Tak Korupsi

SUARA PEMRED/ANUGRAH
SIDANG -
Terdakwa
Hamka Siregar
saat menjawab
pertanyaan-
pertanyaan yang
dilemparkan oleh
. JPU dalam sidang
kasus pengadaan
meubelair
- rusunawa
mahasiswa
. |AIN Pontianak,
di Pengadilan
Tipikor Pontianak, -
Rabu (31/1).

~ sidang perkara korupsi pengada-
an meubeler Rusunawa Institut
Agama Islam Negeri (TIAIN) Pon-
tianak, Rabu (31/1). Dalam sidang
yang mengagendakan mende-
ngarkan keterangan terdakwa ini,
__mantan Réktor IAIN Ponﬁanak,

melakukan korupsi.
Saat jaksa penuntut umum
(JPU) melayangkan berbagai per-

PONTIANAK, SP - Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) -
Pontianak, kembali menggelar"

Hamka Siregar, bersumpah tidak

tanyaan, terdakwa sempat bebe-
rapa kali menjawab dengan penuh

“emosional dan sambil menangis. Ia

bersumpah tidak melakukan ko-

“tupsi sedikit pun terhadap kasus

yang menjeratnya.

Pada keterangan yang disam-
paikan, terdakwa Hamka menya-
takan bahwa sumber anggaran
pengadaan meubelair berasal dari
anggaran APBN. Sebelum turun-
nya anggaran, dirinya tidak masuk
dalam penyusunan rencana penga-
daan secara teknis. :

- ®Baca Halaman 15
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" Hal9 | m mantan rektor

“Kan kita tiap tahunitu ada
raker, jadi di raker itu dijelas-
kan oleh unit masing-masing
untuk menjelaskan kebutuhan
setiap unit,” ujarnya.

Setelah pembangunan, dia
menuturkan bahwa rusunawa
mahasiswa TAIN Pontianak
belum dapat digunakan jika ti-
dak memiliki fasilitas meube-
lair yang diajukan oleh bagian
rumah tangga pada kampus
TAIN. ;

Sebagai Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang ditun-
juk oleh menteri dengan ada-
nya SK, JPU mempertanyakan
terdakwa sebagai rektor apa-
kah terdakwa meng-SK-kan
dirinya sebagai KPA? Namun
terdakwa menjawab tidak.
Namun kemudian, JPU pun
menunjukkan barang bukti be-
rupa SK yang ditandatangani
oleh rektor. :

" Pertanyaan berlanjut,
sebagai KPA yang ditunjuk
oleh Menteri Agama apakah
terdakwa membuat rencana
umum pengadaan, dan kemu-
dian dijawab terdakwa bahwa
dirinya lupa.

“Saya harus sampaikan
begini, IAIN Pontianak sebe-
lumnya STAIN. Cabang Ja-
karta, kemudian berubah jadi

STAIN, . karena perubahan-

perubahan ini, yang dulunya
kita tidak punya pengalaman,
kita harus mengelola kerjaan
secara mandiri,” pungkasnya.
Pada masa sebelum men-
jadi TAIN, jika pun ada proyek,
maka dikatakannya tim dida-
tangkan dari Jakarta. Jadi pa-
da masa itu dirinya tidak me-
miliki pengalaman-pengalam-
an perihal proyek pengadaan.

~ Hamka menyampaikan
pula bahwa di TAIN semasa
dirinya menjabat sebagai rek--
tor selalu membuat rapat rutin
mingguan dan bulanan untuk
meminta laporan-laporan me-
ngenai semua hal terkait IAIN.
Terkait dengan pemben-
tukan Panitia/Pejabat Pene-
rima Hasil Pekerjaan (PPHP)
yang menurut JPU mutlak
harus ada, terdakwa mengata-
kan baru mengetahui adanya
PPHP setelah adanya temuan
dari Irjen Kemenag dan BPK.
Mengetahui hal itu, dia me-
ngatakan bahwa dirinya lang-
sung menegur pejabat pgmbu—
at komitmen (PPK).
“Kalau saya kan tidak
mengerti tentang kualitas, ten-
tang merek, ketika itu laporan

tidak’sesuai,- saya pikir—tiak

“perlu mengecek ke lapangan,
justru laporan itu valid menu-
rut saya,” imbuhnya.

Selanjutnya JPU mencoba
untuk menggali terkait peng-
gantian kerugian pengadaan
yang dilakukan oleh terdakwa
dengan adanya temuan dari
BPK. Pihak IAIN' memben-
tuk tim untuk melakukan pe-
ngecekan ke pasar dan pabrik
terkait spesifikasi pengadaan
tersebut.

Terdakwa juga menu-
turkan bahwa dirinya telah
berupaya untuk melakukan
penyelesaian menyangkut per-
masalahan dalam pengadaan
tersebut, namun masih terben-
tur berbagai kendala dari BPK.
Dengan adanya temuan terse-
but pula, dia menyampaikan
bahwa dirinya selalu berupaya
bertindak untuk menyelesai-
kan apa saja yang menjadi ke-
kurangan. ;

‘Dalam pembentukan PPK

juga dikatakannya saat ity
rektor melakukan penunjuk-
kan berdasarkan jabatan yang
melekat yaitu Purek I, Purek
II dan Purek III, yang berda-
sarkan aturan internal TAIN
secara otomati menjadi PPK,
namun tidak memiliki sertifi-
kasi pengadaan. ot
“Seingat saya, belum ada
pegawai di IAIN yang memi-
liki sertifikasi,” tuturnya,
Persidangan semakin ber-
jalan alot dengan gempuran-
- gempuran pertanyaan dari
JPU, yang sempat membuat
terdakwa HS menjawab de-
ngan penuh emosional. Dia
bersumpah’ demi Tuhan dan
selalu berdoa bahwa dirinya ti-
dak melakukan korupsi sedikit
_pun.
Beberapa kali terdakwa
menyampaikan sambil me-
nangis bahwa dirinya sebagai
seorang guru dan juga Ustad
tidak akan melakukan korupsi.
Dia juga menuturkan bahwa

~ IAIN berkembang dari yang

sebelumnya STAIN setelah di-
' rinya menjabat sebagai ketua
atau rektor.
Ditemui seusai sidang, ku-
asa hukum terdakwa Maskun
menyampaikan bahwa ber- .

. dasarkan hasil pemeriksaan,

terdakwa sama sekali tidak
diberitahukan oleh PPK untuk

" membentuk PPHP dan me-

nerima hasil pekerjaan. Me-
nurutnya hal itu merupakan
hasil inisiatif dari PPK sendiri,
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sehingga timbullah permasa-
lahan yang menjadi cikal bakal
persidangan tersebut.

“Terdakwa tidak diberita-
hukan, bahwa pekerjaan 100
persen, membentuk PPHP,”
katanya.

Selain itu, dari pemeriksa-
an tersebut, pihaknya melihat
bahwa tidak ada aliran-aliran
dana kepada terdakwa.

“Baik majelis hakim juga
menerangkan tadi, dari fakta
persidangan dari awal, sampai.
hari ini, terdakwa tidak mene-
rima sepeser pun dari perkara
meubelair ini,” imbuhnya.

Untuk permasalahan pem-
bentukan PPHP, sesui dengan
keterangan yang disampaikan
oleh ahli hukum administrasi
pada minggu lalu, bahwa hal
tersebut merupakan sebuah
kealpaan yang masuk dalam
ranah hukum administrasi.

“Seharusnya sanksi pun
sanksi administrasi,” pungkas-
nya.

Sementara itu, Jaksa Pe-
nuntut Umum (JPU) Julianto-
ro, mengatakan hal yang digali
oleh JPU yaitu terkait peran
terdakwa selaku KPA atau
Pengguna Anggaran yang di-
atur dalam Perpres Nomor 54
Tahun 2010 atau perubahan-
nya tentang pengadaan barang
dan jasa. :

Kaitan dengan peran ter-
sebut, berdasarkan fakta persi-
dangan tidak dibentuk PPHP.
Walaupun PPHP, pemben-
tukan PPK dan panitia peng-
adaan adalah bagian daripada
pengorganisasian  pengada-
an, dimana pengorganisasian
pengadaan tersebut merupa-
kan bagian dari rencana umum
pengadaan yang seharusnya

disusun sejak awal sebelum:

pengadaan dilakukan, ternyata
menurutnya fakta yang dida-
patkan dari saksi-saksi yang
sudah diperiksa dipersidangan
tidak ada pembentukan PPHP.

— “Tidak ada pembentukan

PPHP-nya itu kita mencoba
menggali, apakah ini karena
kesengajaan oleh si terdakwa
ataukah karena hal yang lain,”
jelasnya. Blod

Jika pada saat persidangan
terdakwa mengatakan tidak
dibentuknya PPHP karena
kelalaian administrasi, hal itu
menurutnya sejurus dengan
keterangan saksi ahli yang me-
ringankan dari pihak terdak-
wa. Namun menurutnya hal
itu berbeda dengan JPU, sebab

JPU menﬁlikikésimpulan sen-

diri mengenai tidak dibentuk-

nya PPHP.

Menurut Juliantoro, hal
yang ingin digali dari terdakwa
dalam persidangan telah terja-
wab, dia optimis dengan pasal-
pasal yang telah disangkakan.

Jika melihat pada kerugian
keuangan negara yang dihasil-
kan dari temuan BPK, maka
hal itulah yang dikembalikan.
Namun yang, perlu menjadi

- penekanan, bahwa fakta dari
" persidangan dari keterangan

Muhammad Zakaria sebagai
direktur PT Putra Furintra-
co, mengatakan bahwa dari 31
item barang, hanya ada satu
item yang merupakan merek
trimek; sementara sisanya bu-
kan merupakan merek trimek
seperti pada kontrak, namun

merupakan barang lain yang

ditempeli dengan merek tri-
mek. :
“Artinya kalau dilihat da-
ri sisi kuantitas dan kualitas
barang, ada perbedaan harga
nanti di situ. Nah yang jadi
pertanyaan, selisih perbedaan
harga yang merek trimek de-
ngan bukan merek trimek itu
siapa yang menikmati. Bukan
yang 533 itu, kalau yang 533 itu
yang dikembalikan kepada ne-
gara perdasarkan penemuan
BPKP,” tambahnya lagi.

" Terkait keterangan terdak-

. wa yang tidak mengetahui pro-
‘ses lelang, tidak mengetahui

pemenang, tidak mengetahui
pencairan dana dan tidak me-
ngetahui pembentukan PPHP,
menurutnya KPA secara prin-
sip mengetahui adanya penca-
iran, jika dilihat dari dokumen
pencairan anggaran, disana di-
katakan pada bagian terakhir
bahwa itu semua diarsipkan
di KPA untuk kepentingan pe-
meriksaan fungsional.

“Artinya kalau itu diarsip-
kan, harusnya ada, harusnya
tahu, karena disitu rinci kok.
Cairan termin satu, pencairan
uang muka, ada,” tambahnya.

_Menurutnya KPA tidak

seharusnya berdalih karena ti-
dak mengetahui peraturannya,
karena sudah mengemban ke-
wajiban, seharusnya banyak
belajar.

Untuk agenda sidang pe-
nuntutan yang akan dilaksa-
nakan pada Rabu (7/2) depan,

- pihaknya akan berupaya me-

nyiapkan tuntutan yang menu-
rutnya cukup berpegang pada
fakta persidangan. (rah/ind)
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